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T :

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15/ o07 / |I / SK-SMP / BPMPPT /2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
“ BRIGHTEN HIGH SCHOOL ”
DESA PUSAKA RAKYAT , KECAMATAN TARUMAJAYA
KABUPATEN BEKAS]

f .j'awab Keluarga, -

g "=-e- masyarakat: dalam
- didikar yayasan Bina Cendikia
j Indah Blok RV 2 No.10

; ':‘.L' R WIS Tohuehets: Shaertoh) RECLED hd Fefichml | I ammajaya’ Kabupaten
agittelah’ mengusahakan didirikagnya Sekolah Menengah
va ( SMP') BRIGHTEN HIGH SEHOOL ;

Wa.Yayasan Bina Cendikia B4p§sa telah memiliki semua

“aksud,sebagalmaradiérsebut pada huruf a, b

Ul giatasdipindaig, periu adanya Izin Operasional
Sekolah Meneridah VP8raha( SMP ) BRIGHTEN HIGH
SCHOOL, vyang ditétapkan dengan Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.

Mengiﬁgat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional; ) :

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;




3. Peraturan Pemerinta{h Nomor 38 Tahup 2007 tentang Pembagian
- Urusan Pemerintahan antara - Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pinty;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat:

8. Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007
> : entang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
N%\\intu di Propinsi Jawa Barat:

adr 06 Tahun 2008 tentang

AS :
S g.m r 07 tahun 2008 tentang
[ 05e IiKabupaten Bekasi;
. .
ntang Organisasi dan Tata
abupaten Bekasi:

011 tentang Perubahan
gNp.5 tahun 2010 tentang
Fhan Sebagian Kewenangan

omi Daerah di Kabupaten

Nomor R B
_Tentang pendirian Yayasan BINA CENDIKIA BANGSA

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah
Swasta. ‘

, MEMUTUSKAN -
Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan  : Yayasan BINA CENDIKIA BANGSA

Alamat : Kota Harapan Indah Blok RV 2 No.10
Desa Pusaka Rakyat, Kecamatan
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kab, Bekasi



Untuk mendmkan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah

Pertama :
Nama : SMP BRIGHTEN HIGH SCHOOL
Alamat : Kota Hargpan Indah Biok RV 2 No.10

Desa Pusaka  Rakyat, Kecamatan ,
Tarumajaya, Kabupaten Bekasi '

Mulai Tahun Pelajaran 2015 /2016

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
‘ berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan waijib
akukan daftar_ulang (regisirasi ) setiap awal tahun

KETIGA nggaraan pendidikan
pmana dimaksud pada

uan Kerja Perangkat

’ gas pokok dan fungsi

KEEMPAT - ggal ditetapkan dengan

ari terdapat kekeliruan
perbaikan seperlunya.

F ENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN T RPADU

/,

Qt5/H. EDI SUPRIADI, M.Si
éfbina Tingkat 1
NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

1.Bupati Bekasi;

2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Izin Operasional Sekolah - BPMPPT Kab. Bekasi



